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KATA PENGANTAR

Berdasarkan amanat konstitusi, paradigma pengelolaan dan pemanfaatan
SDA di Indonesia harus diarahkan sebesar-besarnya untuk menjamin
pemenuhan hak-hak dasar rakyat atas sumber-sumber penghidupannya
demi kemakmuran rakyat serta kemandirian bangsa dan Negara.

Namun pada kenyataannya pengelolaan dan pemanfaatan SDA selama
ini lebih diwarnai oleh kepentingan pemodal besar bahkan pemodal asing
yang pada akhirnya mengarahkan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan
SDA pada beragam konflik mulai dari konflik politis, sosial, budaya hingga
ekonomi.

Laporan utama Update Indonesia bulan Oktober 2015 kali ini mengangkat
judul “Melihat Lagi Posisi Rakyat, Perusahaan, dan Negara dalam Konflik
Agraria”. Bidang ekonomi membahas “Asa Kemajuan Ekonomi dalam
Sektor Pariwisata”. Bidang polittkk membahas “Menguji Komitmen
Pemberantasan Korupsi di Indonesia”. Bidang sosial membahas “Apa Hasil
Proyek Revitalisasi Museum 2010-20147".

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular
diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan
dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi, think tank, serta elemen
masyarakat sipil lainnya, baik dalam maupun luar negeri, dalam mendapatkan
informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi,
hukum, politik, dan sosial di Indonesia, serta memahami kebijakan publik
di Indonesia.

Selamat membaca.
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Melihat Lagi Posisi Rakyat, Perusahaan, dan
Negara dalam Konflik Agraria

Masyarakat dunia termasuk Indonesia bergantung pada sumber daya
alam (SDA) karena hal-hal yang terkandung di dalamnya dibutuhkan
untuk kelangsungan hidup manusia. Sehingga tepat kiranya apa
yang disampaikan J.A Katili bahwa cara SDA itu diolah, digali dan
bagaimana metode penggunaannya akan memberi pengaruh besar
bagi cara hidup dan struktur masayarakat (J.A. Katili, 1983).

Berdasarkan amanat konstitusi, paradigma pengelolaan dan
pemanfaatan SDA di Indonesia harus diarahkan sebesar-
besarnya untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar rakyat atas
sumber-sumber penghidupannya demi kemakmuran rakyat serta
kemandirian bangsa dan Negara. Namun pada kenyataannya
pengelolaan dan pemanfaatan SDA selama ini lebih diwarnai oleh
kepentingan pemodal besar bahkan pemodal asing yang pada
akhirnya mengarahkan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan SDA
pada beragam konflik mulai dari konflik politis, sosial, budaya hingga
ekonomi.

Selama sepuluh tahun terakhir, sejak 2004 hingga 2014, Konsorsium
Pembaharuan Agraria (KPA) mencatat telah terjadi 1.520 konflik
agraria dengan luasan areal konflik seluas 6.541.951.00 hektar,
yang melibatkan 977.103 KK. KPA juga mencatat sepanjang 2014
telah terjadi 215 konflik agraria di sektor infrastruktur, 185 konflik
di sektor perkebunan, 27 konflik di sektor kehutanan, 20 konflik di
sektor pertanian, 14 konflik di sektor pertambangan, dan 4 konflik
di sektor perairan dan kelautan (Laporan Akhir Tahun KPA, 2014).

Konflik agraria selain berdampak pada tersingkirnya ruang hidup
rakyat juga telah menjatuhkan banyak korban. Sepanjang 2014
korban tewas akibat konflik agraria mencapai 19 orang, tertembak
17 orang, luka-luka akibat dianiaya 110 orang dan ditahan 256 orang
(KPA, 2014). Sementara pada tahun 2015 kasus Salim Kancil adalah
satu contoh kasus korban tewas akibat penganiayaan dengan latar
belakang konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Lumajang,
Jawa Timur. Seorang aktivis petani Salim Kancil dibunuh akibat
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penolakannya terhadap operasi tambang ilegal di Desa Selok Awar-
awar pada 26 September 2015.

Penolakan Salim dan rekan-rekannya terhadap penambangan
pasir bermula dari kerusakan lingkungan yakni rusaknya lahan dan
produksi pertanian diakibatkan penambangan pasir ilegal. Dari
hasil pengukuran penambangan pasir oleh BPN Lumajang, Perum
Perhutani, perangkat desa, dan sejumlah pejabat di lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Lumajang diketahui tambang pasir dari
titik nol telah tumbuh menjorok ke laut sejauh ratusan meter.
Pantauan dilokasi tanah oloran seluas ratusan meter sebagiannya
diolah menjadi petak-petak sawah, tetapi kondisinya kini tergenang
air laut sehingga tidak bisa ditanami (Kompas.com, 8 Oktober 2015).

Dari hasil investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas
HAM) diketahui bahwa Salim telah melaporkan adanya intimidasi
dari pihak Kepala Desa (Kades) Selok Awar-awar yang diduga turut
melakukan penambangan liar, kepada Polres Lumajang pada 14
September 2015, tetapi tidak ditanggapi. Artinya ada pembiaran
aparat kepolisian terhadap konflik pertambangan ini. Manajer
Kebijakan dan Pembelaan Hukum Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia (Walhi), Muhnur Satyahaprabu berpendapat konflik
tambang pasir besi tidak hanya melibatkan birokrasi daerah tetapi
juga melibatkan korporasi internasional.

Dalam perkembangannya 3 (tiga) perwira polisi divonis bersalah
menerima pungutan liar di penambangan pasir ilegal Desa Selok
Awar-awar, dalam Sidang Disiplin Polda Jawa Timur. Dalam
sidang tersebut diketahui Kepala Desa (Kades) Selok Awar-awar,
Hariyono juga mengaku bahwa selama ini hasil dari tambang pasir

ilegal disebar kesemua, mulai dari aparat keamanan, pejabat desa,
hingga aktivis (Detik.com, 12 Oktober 2015).

Sungguh ironis fakta yang menunjukkan bahwa kehadiran
penambangan ilegal justru dimanfaatkan untuk kepentingan
birokrat desa dan juga aparat kepolisian. Bahkan menurut catatan
KPA, aparat kepolisian selaku aparat penegak hukum merupakan
salah satu aktor yang mendominasi pelaku kekerasan dalam konflik

agraria (KPA, 2014).
Akar Masalah Konflik Agraria

Dari berbagai penelitan yang ada akar permasalah konflik
agraria seringkali disebabkan oleh, lemahnya penegakan hukum,
disharmonisasi ketentuan perundang-undangan terkait sumber

THE®

CENTER FOR

D

NESIAN INSTITUTE

UBLIC POLICY RESEARCH

Update Indonesia — Volume IX, No. 11 — Oktober 2015



daya alam, tumpang tindih perizinan, menguatnya sektoralisme
kelembagaan, sistem, mekanisme, dan administrasi yang mengatur
pertanahan/kehutanan/SDA lainnya. Selain itu konflik juga
disebabkan oleh semakin tajamnya ketimpangan penguasaan,
pemilikan, penggunaan, dan peruntukan tanah/hutan/SDA lainnya
dan dominasi badan-badan usaha raksasa dalam industri ekstraktif]
perkebunan, kehutanan, dan lainnya.

Darisekian banyakakar permasalahan, masalah perizinanmerupakan
masalah utama yang pada akhirnya menyebabkan pengelolaan
SDA selama ini diselewengkan. Mudahnya kekuasaan mengobral
izin pengusaaan dan pengusahaan sumber-sumber kekayaan
alam kepada perusahaan ekstraktif lokal dan nasional merupakan
sumber korupsi. Misalnya dalam bentuk suap pejabat publik oleh
perusahaan/korporasi, yang berujung pada terampasnya hak-hak
rakyat dan juga kriminalisasi. Kasus Salim Kancil adalah contohnya.

Di sektor pertambangan misalnya, berdasarkan data dari Koalisi
Anti Mafia Tambang, Pada tahun 2014 terdapat 42% pemegang lzin
Usaha Pertambangan (IUP) di 13 provinsi yang status izinnya non
CnC (Clear and Clear). Dari 7.377 pemegang IUP di 13 Provinsi
sebanyak 3.063 pemegang IUP status izinnya dinyatakan non CnC.
Suatu izin dinyatakan non CnC apabila izin tersebut masih memiliki
sejumlah permasalahan yakni: belum memiliki NPWPE lokasinya
masih ada kemungkinan tumpang tindih dengan izin lainnya, dan
hal lainnya yang terkait dengan data administrasi.

Direktoran Jenderal Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen
ESDM) juga menambahkan 77% pemegang IUP atau sebesar 2.476
IUP yang bermasalah secara administratif dimana izin dikeluarkan
pada saat identitas pemilik masih kurang lengkap atau akta pendirian
perusahaan belum lengkap. Fakta ini menunjukkan buruknya tata
kelola sistem perizinan pertambangan di Indonesia yang sekaligus
sebagai celah korupsi dan juga konflik. Sementara, ketika izin-izin
tersebut ternyata telah mengakibatkan konflik, tidak ada keinginan
untuk melakukan review atau pencabutan terhadap izin-izin yang
telah diberikan tersebut.

Kasus Salim Kancil kembali mengingatkan Pemerintah untuk
menertibkan penambangan liar dan pemegang izin. Pemerintah
harus segera mereview izin-izin pertambangan dan pengelolaan,
penggunaan, serta peruntukan SDA lainnya. Apabila ditemukan
ada izin yang tidak CnC atau bermasalah Pemerintah harus
berkomitmen untuk mencabut izin tersebut. Penulis menagih
janji Pemerintah yang tertuang dalam salah satu misi Nawa Cita
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Jokowi untuk menyelesaikan konflik agraria, mencapai land reform
dan memperjelas kepemilikan dan kemanfaatan tanah, menentang
kriminalisasi terhadap penuntutan kembali hak atas tanah serta
membentuk lembaga ad hoc penyelesaian konflik agraria dan SDA.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Secara filosofis, masalah utama kebijakan agraria di Indonesia
adalah politik hukum agraria yang memprioritaskan kekayaan alam,
khususnya tanah bukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
sesuai amanat konstitusi kita. Kebijakan agraria nasional yang tidak
berpihak pada akses dan kontrol rakyat atas sumber agrarianya
adalah akar dari kemelut problem agraria nasional.

Oleh sebabnya penulis berharap kedepan paradigma pengelolaan
dan pemanfaatan SDA untuk pembangunan bukan berorientasi pada
ekonomi-politik agraria kapitalistik yang mengutamakan kepentingan
pemodal besar bahkan pemodal asing. Untuk membenahi persoalan
agraria maka orientasi ekonomi-politik agraria harus diarahkan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Selain itu manajemen pengelolaan dan pemanfaatan SDA  Bumi, air, dan kekayaan
harus memperhatikan aspek-aspek keadilan, pemerataan dan a{am yang ter. k‘andun:g
keberlanjutan. Jika Pemerintah abai terhadap masalah-masalah  di dalamnya dikuasai
pokok agraria, misalnya soal perizinan, maka dapat dipastikan konflik o{eh Negara dan

o . dipergunakan untuk
agraria di tahun-tahun yang akan datang akan semakin parah dan

) . . . ; sebesar-besarnya
kroms.. Korban jiwa dan kekergsap konflik agraria t‘etap‘ber)atuhan, kemakmuran rakyat.
kesenjangan kekakayaan-kemiskinan akan semakin tajam dengan
sendirinya legitimasi Pemerintahan Jokowi-JK dan janji Nawa
Citanya patut dipertanyakan.

-Zihan Syahayani -
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Asa Kemajuan Ekonomi dalam Sektor Pariwisata

“Sebagai sebuah negara yang kaya atas kebudayaan dan keindahan
alam, sudah sejatinya Indonesia dapat mengandalkan sektor
pariwisata bagi kemajuan bangsa. Letak geografis yang diapit
oleh dua benua — Asia dan Australia — juga menjadikan Indonesia
sebagai sebuah negara yang populer dalam hal pariwisata karena
kemudahannya untuk dijangkau.

World Tourism Organization mendefinisikan pariwisata sebagai
aktivitas seseorang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat dan
tinggal di luar lingkungan mereka sehari-hari tidak lebih dari satu
tahun dan bertujuan untuk beristirahat atau bersenang-senang,
bisnis, dan tujuan lainnya yang tidak terkait dengan aktifitasnya
sehari-hari selama berada di daerah tujuan wisata.

Tidak banyak berbeda dari definisi tersebut, Undang-Undang (UU)
No. 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan (pasal 1) mendefinisikan
pariwisata sebagai kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan
tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara
untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.

Dengan majunya sektor pariwisata dipercaya akan mampu
meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan regional.
Selain itu pariwisata juga bermanfaat bagi penciptaan lapangan
kerja, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta perbaikan
kesejahteraan penduduk.

Neraca Satelit Pariwisata Nasional (NESPARNAS) mencatat
bahwa dampak ekonomi makro yang ditimbulkan oleh pariwisata
menunjukan hal yang cukup positif. Untuk Produk Domestik
Bruto (PDB) misalnya, meskipun total share-nya tidak mengalami
perubahan yang berartidari tahun ke tahun, nilai PDB dari komponen
pariwisata selalu mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga

2013.

Dampak terhadap penyerapan tenaga kerja juga menunjukan hal
yang serupa, namun dengan persentase pembagian yang selalu

Update Indonesia — Volume IX, No. 11 — Oktober 2015 6
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meningkat. Hingga pada tahun 2013, sektor pariwisata sudah
mampu menyerap 8,52 persen jumlah tenaga kerja yang tersedia di
pasar tenaga kerja. Berikut merupakan figur kontribusi pariwisata
bagi perekonomian Indonesia.

Dampak Ekonomi Makro Sektor Pariwisata

Periode Tahun 2011 -2013

9 -
8 -
7
6 -
5 m2010
41 2011
3 2012
2
m2013
'I -
0 -
Share Pariwisata Share Pariwisata Share Pariwisata
terhadap PDB terhadap tenaga kerja terhadap pajak
Langsung

Sumber : NESPARNAS, 2010 - 2013.

Tidak hanya terlihat kontribusinya terhadap PDB dan penciptaan
lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, pariwisata juga terbukti
mampu menghasilkan penerimaan negara melalui mekanisme
pajak. Meskipun berdasarkan figur di atas tren kontirbusi terlihat
tidak mengalami banyak perubahan, nilai riil yang dihasilkan selalu
mengalami peningkatan. Di tahun 2013 misalnya, negara mampu
memperoleh penghasilan pajak tak langsung sebesar Rp 13,26 triliun
dari sektor pariwisata.

Biaya Sosial dan Ekonomi Pariwisata

Berdasarkan atas apa yang telah dijelaskan sebelumnya, pariwisata
merupakan suatu sektor yang berkontribusi cukup besar terhadap
perekonomian. Akan tetapi apabila sektor ini tidak diatur sedemikian
rupa, pariwisata justru akan menjadi mesin penghancur bagi tatanan
sosial ekonomi kehidupan masyarakat.

Wisatawan yang berkunjung ke sebuah destinasi wisata biasanya
memiliki banyak uang segar yang siap untuk dibelanjakan.
Tingginya tingkat willingness to pay mereka tentu sedikit banyak
akan berakibat kepada meningkatnya harga jual sebuah produk di

Update Indonesia — Volume IX, No. 11 — Oktober 2015 7
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daerah wisata tersebut. Oleh karena itu jamak terlihat bahwa rata-
rata harga kebutuhan memiliki kecenderungan harga yang lebih
tinggi di tempat-tempat wisata, seperti Pulau Bali dan Raja Ampat,
dibandingkan dengan tempat umum lainnya.

Penggunaan pekerja asing terampil juga tentunya akan sering
terlihat di tampat-tempat wisata. Indonesia sebagai negara yang
memiliki bahasa ibu sendiri pasti akan mengalami hambatan dalam
melakukan percakapan internasional, seperti dalam Bahasa Inggris
dan Mandarin. Investor tentu tidak mau hal ini menjadi hambatan
bagi perkembangan bisnisnya, sehingga memperkerjakan tenaga
asing merupakan salah satu jalan instan yang sangat rasional bagi
mereka.

Investor yang bekerja pada sektor ini pun juga banyak terlihat bukan
berkewarganegaraan Indonesia. Investor asing pada saat ini terlihat
tertarik sekali dengan potensi pariwisata Indonesia. Data BKPM
mencatat bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu dari lima
sektor yang mengalami peningkatan nilai investasi asing tertinggi

(katadata.co.id, 05/08/2015).

Tentunya kehadiran dari industri ini akan menciptakan multiplier
effect kepada hal lainnya yang sudah disebutkan sebelumnya,
namun keuntungan besar ini diyakini tidak akan dinikmati oleh rakyat
Indonesia mengingat kepemilikan industri masih banyak dimiliki oleh
warga negara asing.

Masalah lingkungan juga tidak pernah terlepas dari biaya yang harus
dikeluarkan oleh sektor pariwisata. Glenn Kreag dari University of
Minnesota mencatat bahwa sedikitnya ada delapan dampak negatif
terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pariwisata,
diantaranya berupa polusi, berkurangnya ruang terbuka, destruksi
flora dan fauna, serta berkurangnya cadangan air besar.

Dampak negatif dari pariwisata juga terlihat dalam hal sosial
budaya. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negara
dengan adat ketimuran. Kegiatan mabuk-mabukan, yang saat ini
juga semakin banyak terlihat pada anak-anak di bawah umur, serta
maraknya kegiatan prostisusi merupakan hal yang tidak sejalan
dengan budaya yang sudah lama dijaga oleh bangsa ini. Kegiatan ini
tentunya akan memberikan dampak buruk bagi generasi yang akan
datang.

Terlebih, terdapat juga fenomena di mana tanah-tanah banyak yang
dijual oleh warga kepada investor. Namun, karena tidak terdapatnya
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alternatif pekerjaan lain yang lebih layak, akhirnya para pemilik
tanah sebelumnya ikut bekerja untuk para investor pemilik tanah
yang baru. Hingga pada akhirnya akan muncul penurunan strata
sosial bagi msayarakat lokal.

Peluang dan Tantangan Pembebasan Visa

Pada Senin, 21 September 2015, melalui paket kebijakan ekonomi
jilid dua, Menteri Pariwisata Arief Yahya menyampaikan bahwa
Indonesia akan menambah daftar negara yang diberikan bebas visa
untuk memberikan kemudahan bagi warga asing untuk memasukin
kawasan Indonesia.

Sebelum kebijakan ini disosialisasikan, Indonesia sudah terlebih
dahulu memberikan kebebasan visa bagi 45 negara. Dengan
diberlakukannya kebijakan ini, 90 negara akan masuk ke dalam
daftar bebas visa untuk masuk ke dalam kawasan Indonesia. Menpar
menambahkan, bahwa dengan angka ini, hampir 100 persen dari
negara-negara besar sudah masuk ke dalam daftar ini.

Sebenarnya, jauh sebelum kebijakan seperti ini diterapkan di dalam
negeri, negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand
telah terlebih dahulu membebaskan visa bagi banyak negara untuk
berkunjung ke negara meraka. Tujuannya tentu sudah jelas untuk
meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung hingga mampu
memberikan sumbangan positif bagi perekonomian mereka.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pariwisata tidak hanya
akan mendatangkan dampak positif bagi suatu daerah. Apabila tata
kelola sektor ini tidak dapat diatur dengan baik, pariwisata tentu
akan memberikan dampak buruk yang akan menimbulkan biaya
tinggi bagi perekonomian sebuah negara.

Kemudahan investasi bagi para pemain lokal sebaiknya dapat
diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini tentunya akan mampu
menarik minat para pengusaha lokal untuk berkontribusi lebih bagi
negara melalui sektor ini. Kemudahan ini juga sebaiknya diikuti
dengan penurunan bunga pinjaman bank. Akses mudah terhadap
modal juga tentunya akan mampu menciptakan inovasi baru bagi
para investor.

Promosi penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan juga
harus dilakukan pemerintah secara masif. Selain dengan penguatan
penegakan hukum, kegiatan promosi juga dipercaya sebagai sesuatu
yang cukup efektif untuk mereduksi dampak negatif pariwisata
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terhadap kerusakan lingkungan.

Pelatihan tenaga kerja lokal agar lebih terampil juga merupakan hal
yang sudah seharusnya dilakukan oleh para pemangku kepentingan.
Sebenarnya aksi yang telah dilakukan saat ini sudah mulai dapat
terlihat, dimulai dari pembukaan sekolah vokasi kepariwisataan
hingga balai latihan kerja, akan tetapi kegiatan tersebut perlu
dilakukan secara lebih lagi, baik dari segi kualitas, maupun kuantitas.

-Muhammad Reza Hermanto—
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Menguji Komitmen Pemberantasan Korupsi
di Indonesia

Pertemuan konsultasi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi)
dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(DPR-RI) (13/10) akhirnya memutuskan untuk menunda rencana
revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi.

Kedua belah pihak bersepakat untuk menunda pembahasan
hingga persidangan anggota dewan yang berikutnya. Keputusan
ini merupakan respon terhadap polemik yang terjadi di
masyarakat terkait wacana revisi UU KPK.

Sebelumnya, rencana revisi UU KPK tersebut telah menuai
banyak penolakan dari masyarakat. Suara-suara penolakan
datang dari sejumlah tokoh, aktivis hingga petisi di dunia maya,
sepertipetisi yang dibuat dilaman Change.org/JanganBunuhKPK
(yang hingga sampai 15 Oktober 2015), tercatat sudah mendapat
dukungan 45.806 pendukung.

Wacana Revisi UU KPK

Wacana revisi UU KPK bergulir ketika 45 anggota DPR dari 6
fraksi mengusulkan revisi UU KPK dalam rapat Badan Legislasi
(Baleg) DPR (6/10). Dari 45 anggota sebanyak 15 orang berasal
dari Fraksi PDI Perjuangan, 9 orang dari Golkar, 2 orang dari
PKB, 11 orang dari Nasdem, 3 orang dari Hanura, dan 5 orang
dari PPP (kompas.com, 8/10).

Ada sejumlah pasal yang diusulkan untuk merevisi UU KPK,
yaitu; pertama, Pasal 5 dimana dalam revisi ini usia KPK dibatasi
hanya sampai 12 tahun sejak undang-undang ini diundangkan.
Pembatasan usia KPK sama saja dengan mengantarkan institusi
ini ke liang lahatnya. Kedua, Pasal 7 huruf d disebutkan bahwa
KPK tak berwenang melakukan penuntutan. KPK tidak lagi
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memiliki kewenangan menuntut, dan proses penanganan
perkara KPK.

Ketiga, Pasal 13 disebutkan bahwa kasus dibawah 50 miliar
dilimpahkan kepada Kejaksaan dan Kepolisian. Pelaksanan
Tugas (Plt) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Taufiqurrachman Ruki mengatakan pembatasan penanganan
perkara di atas 50 miliar yang ada dalam draf revisi tersebut
tidak mendasar,karena KPK fokusnya kepada subjek hukum,
bukan kerugian negara (liputan6.com, 7/10).

Keempat, Pasal 14 ayat (1) huruf'a disebutkan bahwa penyadapan
yang dilakukan oleh KPK harus seizin Ketua Pengadilan
Negeri. Permintaan izin penyadapan ini dikhawatirkan justru
memperbesar potensi bocornya informasi kepada subjek yang
ingin disadap, sehingga proses pengungkapan perkara akan
semakin lama.

Kelima, Pasal 40, mengenai kewenangan lembaga tersebut
menerbitkan surat perintah penghentian perkara (SP3).
Kewenangan menerbitkan SP3 justru akan membawa KPK ke
level kewenangan yang tidak berbeda dengan Kepolisian dan

Kejaksaan, sangat jauh dari semangat awal pembentukannya
(detik.com, 7/10).

Revisi UU KPK dengan memasukkan sejumlah pasal diatas
ditengarai sejumlah pihak sebagai upaya pelemahan KPK.
Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia
Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho menyatakan
substansi revisi UU KPK tidak sesuai dengan makna ‘revisi’ itu
sendiri. Karena revisi, seharusnya suatu proses perbaikan bukan
membuat kemunduran bagi KPK (kompas.com, 10/10).

Sejalan dengan pernyataan Emerson, Mantan Ketua Mahkamah
Konstitusi (MK), Jimly Asshiddigie, menyayangkan jika revisi
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsijustrumemperlemah institusi KPK. Jimly
berpendapat seharusnya revisi memperbaiki untuk memperkuat
KPK, bukan melemahkan KPK (kompas.com, 8/10).

Upaya-Upaya Melemahkan KPK

Keberadaan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi
membuat gerah pelaku korupsi di negeri ini. Selain melakukan
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revisi terhadap UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Penulis

mencatat ada sejumlah upaya pelemahan KPK yang dilakukan
semenjak KPK hadir 13 tahun silam.

Beberapa upaya tersebut seperti pertama, melakukan Judicial
Review UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mantan Ketua
MK Mahfud MD mengatakan salah satu upaya pelemahan KPK
dengan mengajukan uji materil UU No 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hingga tahun
2012, Mahfud mencatat sudah 14 kali UU KPK diuji supaya
dibatalkan karena dinilai inkonstitusional. Akan tetapi 14 kali pula
MK menyatakan KPK sah, konstitusional dan harus didukung
(tempo.co, 12/10/2012).

Kedua, menghapus kewenangan KPK dilakukan dengan
menggulirkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Dimana Revisi KUHP dan KUHAP sendiri pun masih masuk
dalam Prolegnas 2015. Pelemahan KPK terlihat seperti di dalam
Revisi KUHP dimana hanya diatur didalam 14 pasal mengenai
korupsi. Sedangkan dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20
Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi disebutkan 31 jenis
korupsi. Sehingga ruang gerak KPK untuk menanganijenis korupsi
semakin dipersempit. Selanjutnya dalam RUU KUHAP Pasal 44
menyebutkan Penuntut umum dapat mengajukan suatu perkara
kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk diputus layak atau
tidak layak untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan. Sehingga
Penuntutan kasus korupsi yang ditangani KPK dapat dihentikan
oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Hal ini jelas melemahkan
kewenangan KPK dalam hal penuntutan. Kemudian dalam Pasal
83 RUU KUHAP disebutkan bahwa penyadapan pembicaraan
harus mendapat izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Hal ini
merupakan bentuk pelemahan kewenangan KPK melakukan
penyadapan (antikorupsi.org, 20/10).

Ketiga, penarikan personil penyidik oleh Polri dan auditor Badan
Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP). Melihat
tugas pemberantasan korupsi yang berat, maka penarikan
personil yang berasal dari institusi Polri dan BPKP melemahkan
KPK dalam penanganan kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Keempat, kriminalisasi dan rekayasa hukum terhadap pimpinan
KPK. Seperti kasus kriminalisasi yang ditujukan kepada Pimpinan
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KPK Periode 2007-2011 yaitu Bibit Samad Rianto dan Chandra
M Hamzah. Kelima, ancaman teror bagi pimpinan dan penyidik
KPK. Keenam, proses seleksi pimpinan KPK, dimana proses
seleksi pimpinan KPK rawan dengan muatan kepentingan.
Proses pemilihan pimpinan KPK yang dilakukan oleh DPR, tidak
menampik kemungkinan adanya kepentingan dari fraksi-fraksi
yang ada di DPR. Sehingga hal ini memunculkan kekhawatiran
adanya transaksi politik dalam pemilihan tersebut.

Menolak Upaya Pelemahan KPK

Menurut penulis, setiap upaya pelemahan KPK harus tegas
untuk ditolak. Karena keberadaan KPK yang masih sangat
penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Praktik korupsi yang terjadi di Indonesia seperti yang dinyatakan
John Girling (1997) sudah berada dalam tahap kondisi sistemik
sosial. Sistemik-Sosial, pada kasus semacam ini mengindikasikan
bahwa korupsi sudah menyerang seluruh lapisan masyarakat
serta sistem kemasyarakatan.

Dalam segala proses kerja sistem dari masyarakat, korupsi
menjadi rutin dan diterima sebagai alat untuk melakukan
transaksi sehari-hari. Hal semacam ini disebut dengan korupsi
sistemik karena sudah mempengaruhi secara kelembagaan dan
mempengaruhi tingkah laku individu pada semua tingkatan
sistem politik, sosial, dan ekonomi.

Haltersebutdiatasjugaterkonfirmasipada CorruptionPerception
Index (CPIl) yang dirilis oleh Transparency International (TI)
2014 yang menempatkan Indonesia diurutan 107 dari 175 negara
di dunia. Artinya Indonesia masih dalam kategori Negara yang
memiliki level korupsi yang tinggi.

KPK sebagai lembaga Ad Hoc masih dibutuhkan, di tengah
institusi penegak hukum lainnya yang masih belum terbebas dari
praktik korupsi. Masih banyaknya kasus korupsi yang melibatkan
oknum Hakim, Polisi, Jaksa, dan Pengacara membuktikan

pentingnya institusi penegak hukum yang lebih bersih seperti
KPK.

Upaya pelemahan KPK melalui revisi UU KPK merupakan ujian
bagi komitmen Presiden Jokowi dan DPR dalam mendukung
pemberantasan korupsi di Indonesia. Penulis menilai keputusan
menunda revisi UU KPK, hanya kompromi politik dari kedua
lembaga tinggi negara. Guna menghindari kegaduhan politik yang
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berlarut. Namun sesungguhnya hal ini juga tidak menyelesaikan  Keberadaan KPK masih
persoalan. Seharusnya Presiden dan DPR berani mengambil sangat penting dalam

sikap tegas untuk mencabut revisi UU KPK dari Prolegnas upaya pemberantasan
korupsi di Indonesia.

- Arfianto Purbolaksono -
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Apa Hasil Proyek Revitalisasi
Museum 2010-2014?

Pertemuan para pengelola museum di Indonesia secara
rutin dilaksanakan. Tahun ini berlangsung pada bulan Mei
lalu bertempat di Malang. Salah satu keputusan penting dari
pertemuan tersebut adalah mengusulkan tanggal 12 Oktober
untuk menjadi Hari Nasional Museum. Pemilihan tanggal ini
didasarkan pada fakta bahwa pertemuan nasional pengelola
museum untuk pertama kalinya diadakan di Yogyakarta pada

tanggal 12-14 Oktober 1962.

Meski belum secara resmi ditetapkan, namun penulis merasa
pengusulan Hari Nasional Museum ini bisa jadi salah satu bentuk
untuk lebih mengedukasi masyarakat bahwa museum bukan
hanya tempat pameran barang-barang purbakala, bersejarah
namun juga adalah tempat dimana kita bisa mempelajari
sejarah bangsa serta juga sebagai tempat yang menyediakan
data penelitian yang berlimpah yang bisa digali dalam berbagai
perspektif seperti ekonomi, sosial, politik, hukum dan lain
sebagainya.

Bicaratentangmuseum, kitamengenal projekrevitalisasimuseum
yang diadakan sepanjang tahun 2010-2014. Pada saat itu projek
ini diinisiasi di bawah Direktorat Permuseuman, Direktorat
Jenderal Sejarah dan Purbakala Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Mengingat sekarang sudah
tahun 2015 dan juga sudah berganti Presiden, relevan kemudian
untuk kita lakukan evaluasi terhadap projek tersebut.

Sekilas Projek Revitalisasi Museum 2010-2014

Sebelum kita masuk ke analisa untuk mengevaluasi projek
revitalisasi museum tersebut, penting kiranya untuk
memaparkan secara singkat profil dari projek tersebut. Presiden
Republik Indonesia saat itu di bawah Kabinet Indonesia Bersatu
I menetapkan program prioritas nasional melalui Inpres
nomor | tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas
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Pembangunan, menetapkan Revitalisasi Museum sebagai
Program Prioritas Pembangunan Nasional khususnya dalam
Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi.

Di dalam dokumen negara tersebut disebutkan bahwa
revitalisasi museum adalah upaya untuk meningkatkan kualitas
museum dalam melayani masyarakat sesuai dengan fungsinya,
sehingga museum dapat menjadi tempat yang dirasakan sebagai
kebutuhan untuk dikunjungi. Visi revitalisasi museum vyaitu
“museum di Indonesia menjadi sarana edukasi dan rekreasi yang
berkualitas”.

Dasar dilakukan proyek revitalisasi ini adalah dari hasil evaluasi
internal Direktorat Permuseuman yang menemukan fakta
bahwa ada faktor internal dan eksternal yang dihadapi museum.
Faktor internal misalnya, pemahaman tenaga museum terhadap
fungsi kelembagaan, perangkat kebijakan dan hukum yang belum
mengikuti perubahan eksternal, mekanisme penyelenggaraan
dan pengelolaan yang masih lemah, penanganan koleksi
yang belum maksimal (mulai dari pengadaan sampai dengan
penghapusan), kurangnya pembiayaan untuk pengembangan
museum, dan belum maksimalnya peran kehumasan.

Sedangkan faktor eksternal misalnya adanya perubahan
paradigma museum sebagai ruang eksklusif menjadi ruang publik,
perubahan metode penyajian yang pada mulanya taksonomik
dan kronologis menjadi tematik. Di samping itu penyelenggaraan
dan pengelolaan museum belum selaras dengan perkembangan
teknologi informasi dan ilmu pengetahuan.

Proyek revitalisasi itu sendiri, ada enam aspek yang ditentukan
untuk menjadi target proyek revitalisasi ini, yaitu aspek fisik,
manajemen, jejaring, kebijakan, pencitraan dan program.
Sedangkan target jumlah museum adalah 80 museum selama
kurun waktu tersebut.

Dampak Proyek Revitalisasi Museum 2010-2014

Dokumen mengenai museum sasaran proyek ini tidak penulis
temukan. Namun dalam sebuah diskusi kelompok terfokus
mengenai museum ini yang diadakan oleh The Indonesian
Institute (Selasa, 13 Oktober 2015), terungkap bahwa terkait
proyek itu sendiri tidak banyak diketahui oleh akademisi dan
juga pencinta museum. Sedangkan dari pengelola museum
sendiri mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan terkait revitalisasi
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museum itu sebenarnya adalah juga bagian dari kegiatan yang  Analisa dampak yang
sudah mereka rancang. Sehingga proyek revitalisasi yang komprehensifterhadap

ditujukan khusus oleh pemerintah pusat tak begitu terasa. proyek revitalisasi
museum 2010-2014

mesti dilakukan jika

Lebih jauh, pemaknaan pengelola museum terkait revitalisasi "¢
ingin mempercepat

adalah seputar penambahan infrastruktur bangunan museum .

, ; .. terwujudnya museum
semata dan tidak menyentuh aspek-aspek lainnya. Hal ini sebagai sarana edukasi
kemudian terkonfirmasi dengan fakta bahwa museum-museum 4o rekreasi yang
di Indonesia masih sepi dari kegiatan-kegiatan yang merangsang  berkualitas
pengunjung untuk hadir bukan hanya menikmati ‘barang antik’ di
museum tapi jJuga mengambil bagian sebagai penggiat di museum.

Entah menjadikan museum sebagai medium pembelajaran,
medium riset dan pelbagai kegiatan lainnya.

Fakta lainnya, dari observasi di beberapa museum di Jakarta
yang penulis lakukan, ditemukan bahwa bagaimana museum
tidak cukup memberikan informasi terkait koleksi yang mereka
punya. Keterbatasan informasiini membuat pengunjung akhirnya
tak mendapatkan ‘roh’ dari koleksi yang dipajang. Artinya tidak
ada informasi yang cukup tentang nama koleksi yang dipajang,
sejarahnya, ditemukan atau milik siapa dan pelbagai informasi
yang bisa memancing keingintahuan pengunjung. Akibat dari
tidak disediakan informasi tersebut, pengunjung umumnya hanya
menjadikan koleksi museum sebagai koleksi untuk difoto atau
menjadi latar foto para pengunjung, tanpa ada ‘roh’ informasi
yang edukatif yang mereka bawa.

Dari hasil diskusi dan observasi penulis terhadap kondisi sebagian
kecil saja museum di Jakarta khususnya, penulis menilai bahwa
mengevaluasi dampak secara komprehensif proyek revitalisasi
museum 2010-2014 harus dilakukan. Artinya perlu dilihat alokasi
anggaran, jenis kegiatan yang dipilih, museum yang dipilih dan
juga sistem pengawasan proyek itu sendiri dari Kemendikbud
sebagai inisiator proyek. Hanya dengan begitulah kita bisa
mengetahui celah antara perencanaan dan hasil proyek ini, dan
bisa merumuskan dengan tepat strategi paska proyek revitalisasi
agar tujuannya menjadikan museum sarana edukasi dan rekreasi
yang berkualitas bisa tercapai.

-Lola Amelia-
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demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil
bagian penting dan aktif dalam proses itu.
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oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama
yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara
lain adalah penelitian, survei, pelatihan, fasilitasi kelompok kerja
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Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).
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Gedung Pakarti Center Lt. 7
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RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai
pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah
kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi
yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya
daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian
yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak
terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga
evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Sejak lahirnya UU otonomidaerah di tahun 1999, desentralisasi fiskal masih
menjadi sorotan penting bagi masyarakat khususnya di daerah. Pasalnya,
ketimpangan antar daerah serta daerah dengan pusat masih terjadi pasca
diimplementasikannya desentralisasi fiskal tersebut. Selain itu, persoalan
kemiskinan masih menjadi perhatian khusus di seluruh Negara di dunia.
Permalasahan kemiskinan ini hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan
pemerintah yang tepat sasaran.

Mengingat pentingnya kedua isu tersebut, TII memiliki focus penelitian di
bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dengan focus pembahasan
pada keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada
isu kemiskinan, focus penelitian terletak pada perlindungan social (social
protection), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan
kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh
perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk
membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam
setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TIl tawarkan
adalah (1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral
dan Regional, (3) Evaluasi Program.

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang
akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi
Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan
dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas.
Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan
Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Riset di bidang hukum yang dapat TII tawarkan antara lain penelitian
yuridis normatif terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan
perundang-undangan khususnya bagi pembuatan Naskah Akademik dan
draf Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, penelitian yuridis empiris
dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan politis juga dilakukan bagi
penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah
agar lebih komprehensif. Agar nantinya Perda yang dihasilkan lebih
partisipatif, maka proses pembuatan Naskah Akademik dan draf Raperda
juga dilakukan dengan focus group discussion (FGD) yang melibatkan para
pihak yang terkait dengan Perda yang nantinya akan dibahas.
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RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang
berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial
merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional,
Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan
Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial.
Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi
guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien
dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan,
kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah (1)
Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping &
Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program
Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.

SURVEI BIDANG POLITIK

Survei Pra Pemilu dan Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TIl adalah
survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya
pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu
maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan
diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu
pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi,
dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang
akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah
masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan
data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu
maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan
politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1)
memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan
pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan
sebagai vote getter; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk
kampanye.
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THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-
masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya,
pertahanan keamanan dan lingkungan. TIl mengadakan diskusi ini sebagai
media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan
para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil
society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang
tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran,
konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan
utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis,
serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum
dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu
peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga
menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian
Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi
yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan
forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan
dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar
mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara
berkala Tl memberikan policy brief (rekomendasi kebijakan) kepada para
pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para
peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya
di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam
ruang kering tanpa solusi.
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PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan
diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program
penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD
sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk
mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif;
demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota
DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam
memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik
legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian
pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik
sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun
yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The
Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk
mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang
baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku
kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini
menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi
forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta,
lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa
program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam
rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang
dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk
bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).
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